BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jepang merupakan salah satu negara maju yang terletak
di Asia Timur. Dapat dilihat dari kuatnya ekonomi Jepang dan
kemampuan teknologinya yang maju. Dikelilingi oleh laut,
pertumbuhan ekonomi Jepang didapat dari perdagangan
maritim dan perkembangan sumber daya alam dari laut.
Walaupun Jepang termasuk negara yang kalah dalam Perang
Dunia II, Jepang mampu bangkit dan menjadi salah satu
negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia.

Setelah Perang Dunia Il berakhir, Jepang diduduki oleh
pasukan aliansi di bawah the Supreme Commander for the
Allied Powers (SCAP) vyang dipimpin oleh Douglas
MacArthur. Lebih dari 430.000 pasukan ditempatkan di
Jepang sejak tahun 1945 dan hampir seluruh kegiatan di
Jepang saat itu dikendalikan oleh SCAP. Pada saat inilah
sebuah konstitusi terbentuk dan mulai efektif diterapkan pada
3 Mei 1947. Berdasarkan Konstitusi 1947, khususnya pada
pasal 9, kekuatan militer Jepang dibatasi akibat peran Jepang
dalam Perang Dunia Il. Isi dari pasal 9 disebutkan sebagai
berikut :

“1) Aspiring sincerely to an international peace based
on justice and order, the Japanese people forever renounce
war as a sovereign right of the nation and the threat or use of
force as means settling international disputes; 2) In order to
accomplish the aim of the preceding paragraph, land, sea, and
air forces, as well as other war potential, will never be

! Inoguchi Takashi dan Purnendra Jain (eds), Japanese Foreign Policy Today: A
Reader, Basingstoke: 2000, hal. 137
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maintained. The right of belligerency of the state will not be
recognized.””

Menurut isi dari pasal 9 tersebut, secara otomatis
menghapuskan Jepang dari hak membangun kekuatan militer,
bahkan untuk keamanan nasional Jepang sendiri. Namun pada
tanggal 8 Juli 1950, MacArthur memerintahkan pemerintah
Jepang untuk membentuk National Police Force sebagai
pasukan keamanan nasional Jepang. National Police Force
berubah menjadi Self-Defense Force (SDF) pada tahun 1954
sebagai pasukan militer untuk menjaga keamanan nasional®.

Dengan Kketerbatasan tersebut, Jepang menerapkan
strategi politik yang disebut Yoshida Doctrine, diambil dari
nama Perdana Menteri Yoshida Shigeru (1946-1947 dan 1948-
1954). Inti dari doktrin tersebut ialah Jepang memprioritaskan
rehabilitasi dalam bidang ekonomi dengan bergantung pada
perlindungan Amerika Serikat. Dengan adanya perlindungan
dari Amerika Serikat, Jepang diuntungkan karena setelah
diberlakukannya konstitusi 1947, pertahanan dan keamanan
Jepang menjadi tanggung jawab Amerika Serikat, dengan
pengecualian ancaman yang datang dari dalam negeri menjadi
tugas SDF nantinya. Dengan memanfaatkan payung militer
dari Amerika Serikat, Jepang meminimalisir pengeluaran
untuk kebutuhan militernya dan fokus untuk merehabilitasi
masalah ekonomi dan sosial di Jepang serta memperkuat
hubungan Jepang dan Amerika Serikat pada saat itu.

Doktrin tersebut mengantarkan Jepang pada kebijakan
pasifisme. Poin penting yang dapat diambil dari pasifisme
Jepang ialah Jepang tidak diperkenankan memiliki angkatan
perang sendiri dan Jepang dituntut untuk tidak terlibat dalam
penataan keamanan pada konflik internasional. Walaupun
Jepang akhirnya diperbolehkan membentuk SDF, peran SDF
hanya sebatas pada pengamanan dalam negeri dan tidak dapat

2 Constitution of Japan, by the Govenments of Japan and the Unites States of
America, 1947
® Inoguchi Takashi dan Purnendra Jain (eds), Op. Cit., hal. 139

2



aktif di luar wilayah Jepang.

Shinzo Abe, Perdana Menteri Jepang ke 57, pertama
menjabat di tahun 2006-2007, dikenal sebagai sosok nasionalis
yang keras dan berkeinginan untuk mengembalikan hard
power di Jepang. Di masa jabatannya yang kedua ini, 2012-
2015, Shinzo Abe melakukan perubahan dalam hal keamanan
Jepang. Beliau mencetuskan National Security Strategy (NSS)
sebagai sebuah pedoman untuk kebijakan yang berkaitan
dengan keamanan nasional.

Dalam pidatonya di KTT Keamanan Asia pada tanggal
30 Mei 2014, Shinzo Abe mengatakan bahwa Jepang akan
lebih pro-aktif untuk menjaga perdamaian Asia pada
umumnya, dan khususnya di wilayah Asia Tenggara. Jepang
akan memberikan dukungannya kepada negara-negara
ASEAN untuk menjamin kedaulatan wilayahnya, baik di laut
maupun udara. Deklarasi dari Shinzo Abe tersebut tentu
menjadi sorotan di mata dunia.

Setelah deklarasi tersebut Shinzo Abe memutuskan
untuk mengubah interpretasi pasal 9 sehingga Jepang dapat
mengirimkan SDF ke luar wilayah Jepang untuk membantu
negara aliansi Jepang yang terancam, walaupun Jepang tidak
terancam bahaya®. Jepang, yang berpedoman pada pasal 9 dari
Konstitusi 1947 dan memiliki kebijakan pasifisme, selama ini
hanya memusatkan kebijakan keamanannya sebatas pada
keamanan nasional Jepang. Jika dilihat dari aturan dasar yang
ada pada pasal 9, keputusan Shinzo Abe tersebut bertentangan
dengan isi pasal 9.

Keputusan Shinzo Abe untuk mengubah interpretasi
pasal 9 menuai kritikan, bahkan dari masyarakat Jepang
sendiri. Kebanyakan dari masyarakat Jepang merasa Jepang
tidak perlu untuk lebih aktif dalam hal militer dan perlu

“«Abe Guts Article 9 http://www.japantimes.co.jp/opinion/2014/07/02/editorials/abe-
guts-article-9/ (diakses pada tanggal 9 Oktober 2016)
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dibatasi mengingat sejarah yang menimpa Jepang dahulu®. Hal
ini dikarenakan adanya sikap anti-militer pada masyarakat
Jepang. Kekalahan Jepang pada Perang Dunia Il memberi
dampak terhadap cara pandang masyarakat Jepang terhadap
perang, tentara bersenjata dan keterlibatan militer dalam
politik. Cina dan Korea Selatan melihat keputusan tersebut
sebagai sebuah tanda kebangkitan militer Jepang seperti saat
Perang Dunia Il sehingga kedua negara tersebut tidak
menerima dengan baik keputusan tersebut.

Jepang selama ini berpedoman pada pasal 9 dari
Konstitusi 1947 untuk membuat kebijakan mengenai
keamanan dan militer Jepang. Interpretasi baru dari pasal 9
yang dilakukan oleh Shinzo Abe akan menciptakan warna
baru bagi kebijakan keamanan dan militer Jepang di masa
depan. Keputusan tersebut merupakan hal bersejarah bagi
Jepang karena keputusan Shinzo Abe untuk mengubah
interpretasi pasal 9 merupakan yang pertama semenjak
dibentuknya konstitusi tersebut.

Dinamika yang terjadi di Cina dan Korea Utara
merupakan faktor penting di dalam perubahan orientasi
kebijakan keamanan Jepang. Dalam satu dekade terakhir ini
Cina telah melakukan sejumlah modernisasi militer.
Perubahan tersebut tidak hanya berkait dengan modernisasi
persenjataan namun juga doktrin operasional dan anggaran
militer.

Jepang juga memiliki kecemasan terhadap Korea Utara.
Kemampuan rudal balistik Korea Utara (Taepodong-1) yang
mampu menjangkau seluruh wilayah Jepang, serta diikuti oleh
penolakan Korea Utara untuk mematuhi aturan-aturan
keamanan internasional tentunya mendapat perhatian yang
serius dari Jepang. Kecemasan ini tampak dari pernyataan

% Gerard Baker dan Jacob M. Schlesinger, The Wall Street Journal, “How History
Haunts Shinzo Abe’s Vision for Japan ”, http://www.wsj.com/articles/how-
history-haunts-shinzo-abes-vision-for-japan-1430076754 (diakses pada tanggal 9
Oktober 2016)
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Shinzo Abe (pada saat itu masih menjabat sebagai Sekretaris
Utama Kabinet Jepang) berkaitan dengan uji coba rudal yang
dilakukan Korea Utara bulan Juli 2012. Abe menyatakan
bahwa jika memang tidak ada pilihan, Jepang dapat saja
menyerang basis-basis rudal Korea Utara sebagai upaya
mempertahankan diri.

Dalam kunjungannya ke Asia Timur, Presiden Amerika
Serikat (AS) Donald Trump mendorong Perdana Menteri
Jepang Shinzo Abe untuk membeli lebih banyak perangkat
keras militer dari AS, dan mengambil peran lebih aktif dalam
pertahanannya melawan Korea Utara. Sementara komentar
Trump mungkin diambil sebagai bagian dari gertakannya yang
khas, pertanyaan mengenai peran militer Jepang tetap menjadi
isu krusial baik di Jepang maupun di kawasan ini, terutama
dengan provokasi dari Korea Utara dan ketegasan Cina yang
semakin meningkat. Donald Trump juga mengeluhkan
ketidakadilan Jepang dalam menjalin hubungan dagang.
Selama ini, Tokyo khawatir menjalin hubungan dagang
bilateral dengan AS karena ada resiko tekanan ke sejumlah
sektor sensitif, seperti agrikultur.

“Jepang tidak beralih dari pasifisme menuju
militerisme. Ini bergerak menjauh dari isolasi terhadap
internasionalisme,”  demikian  pernyataan Narushige
Michishita, Direktur Program Studi Keamanan dan Studi
Internasional di Institut Studi Pascasarjana Nasional untuk
Studi Kebijakan di Tokyo. “Dahulu, kita bisa mengandalkan
AS dan menjauh dari perang asing. Kini, Korea Utara sedang
mengembangkan senjata nuklir, Cina mengintimidasi
tetangganya, tapi AS tidak bertindak sebagai polisi dunia.
Jepang harus berbuat lebih banyak untuk menjaga perdamaian
dan stabilitas di wilayah.”®

Di pemerintahan terdahulu, Shinzo Abe (2006-2007)

*Thomas Maresca, USA Today, posted on November 8, 2017,
https://www.matamatapolitik.com/trump-desak-militer-jepang-beli-senjata-dari-
amerika-dan-aktif-lawan-korea-utara/ (diakses pada tanggal 29 Agustus 2018)
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gagal melakukan amandemen konstitusi pasal 9. Shinzo Abe
mengumumkan pengunduran dirinya dengan alasan akibat
kurangnya dukungan warga dalam rencana reformasi. Jajak
pendapat kemudian menunjukkan bahwa warga negara Jepang
menganggap performa politik Abe selama ini kurang
meyakinkan. Hanya kurang dari 30 persen yang menyatakan
politik yang dijalankan Abe positif. Di periode keduanya
(2012-2015), bagi Shinzo Abe amandemen Kkonstitusi
merupakan hal yang penting dalam modernisasi persenjataan
dan menyusun kebijakan keamanan yang lebih asertif karena
selama ini kebijakan keamanan Jepang selalu bergantung pada
upaya interpretasi atas Pasal 9.

Peringatan Korea Utara bahwa Jepang akan “tenggelam
ke laut” dengan senjata nuklir, merupakan topik utama dalam
pemilihan umum Jepang pada 20 September 2018. Shinzo Abe
kembali berhasil memenangkan pemilihan Ketua Partai
Demokratik Liberal sekaligus mempermudah jalannya sebagai
Perdana Menteri Jepang, menjadi pemimpin terlama di negara
tersebut. Dengan kemenangan ini, Abe bakal kembali duduk di
kursi PM Jepang selama tiga tahun ke depan (2021). Di dalam
negeri, kebijakan ekonomi “Abenomics” yang digagas Abe
memang dianggap cukup berhasil, tapi sejumlah pihak
menganggap perkembangan itu terlalu lamban. Selain
ekonomi, salah satu langkah Abe yang akan menjadi sorotan
adalah gagasannya untuk merevisi konstitusi pasifis Jepang.’

B.  Rumusan Masalah

Sebagai negara yang terikat oleh pasal 9 pada Konstitusi
1947, maka penulis mengangkat permasalahan : “Mengapa
Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, mengupayakan
untuk merevisi konstitusi pasifis (pasal 9) Jepang?”

"“Menang Pemilu Partai, Abe Akan Jadi PM Jepang Terlama”,
https://www.cnnindonesia.com/internasional/20180920144603-113-
331753/menang-pemilu-partai-abe-akan-jadi-pm-jepang-terlama (diakses pada 29
Agustus 2018)
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C. Landasan Teori

Analisis ini mengacu pada Teori Sistem oleh David
Easton dan Konsep Pergeseran Kekuatan Global (Global
Power Shift) yang dikemukakan oleh Joseph Samuel Nye Jr.

1. Teori Sistem

Teori Sistem Easton adalah sebuah pendekatan
perilaku yang menaruh masukan (input) sebagai pemicu
perubahan sistem politik sehingga menghasilkan hasil
berupa keputusan atau kebijakan yang bisa mengubah
lingkungan.® Pendekatan ini mengusulkan bahwa sebuah
sistem politik dapat dilihat sebagai serangkaian langkah
dalam pembuatan keputusan yang berbatasan dan
berubah-ubah. Langkah-langkah itu adalah:

1) Perubahan dalam lingkungan fisik dan sosial yang
melingkupi sistem politik menghasilkan kebutuhan
(demands) dan dukungan (support) untuk sebuah aksi.

2) Kelompok kebutuhan dan dukungan menstimulasi
kompetisi dalam sistem politik, yang mengarahkan
pada keputusan atau outputs yang diarahkan pada
aspek-aspek dalam lingkungan tersebut. Tidak
selamanya kebutuhan atau demands berubah menjadi
isu yang mampu menstimulasi sistem politik, misalnya
karena minimnya dampak atau hanya didukung oleh
kelgmpok yang tidak signifikan dalam sistem politik
itu.

3) Setelah keputusan dibuat, misalnya berupa kebijakan,
maka keputusan itu akan berinteraksi dengan
lingkungan dan menghasilkan perubahan yang disebut
dengan hasil atau outcome.

4) Pada akhirnya, setelah kebijakan baru berinteraksi
dengan lingkungannya, maka hasil atau outcome akan
menghasilkan kebutuhan dan dukungan baru, dengan

8 B. Guy Peters, Institutional Theory in Political Science: The New

Institutionalism, New York: Continum, 1999, Chapter 1
° David Easton, Analysist of Political System, 1957, hal. 389

7



kelompok-kelompok yang mendukung dan menolak.
5) Hasil dari interaksi pada point ke-4 akan membentuk
umpan balik (feedback) yang mengarah pada langkah
pertama lagi, membentuk proses yang tidak pernah
berhenti.
Gambar 1.1
Model Teori Sistem David Easton
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Dari skema di atas, nampak bahwa Easton
memisahkan sistem politik dengan masyarakat atau
environment sebab sistem politik adalah suatu sistem
yang berupaya mengalokasikan nilai-nilai di tengah
masyarakat secara otoritatif. Alokasi nilai hanya
dilakukan oleh lembaga-lembaga yang memiliki
kewenangan. Namun perubahan-perubahan dalam setiap
aspek memiliki potensi untuk mengubah sistem politik
secara keseluruhan. Sistem politik Easton menjelaskan
mengenai lingkungan di sekitar sistem, yaitu intrasocietal
dan extrasocietal.

Lingkungan intrasocietal adalah lingkungan fisik
dan sosial yang terletak di luar batasan sistem politik, tapi
masih di dalam masyarakat yang sama. Adapun
lingkungan intrasocietal terdiri atas lingkungan ekologis
(kondisi geografis), lingkungan biologis (berkaitan
dengan aspek-aspek rasial), lingkungan psikologis
(misalnya post-kolonial dan status kekuatan, dan lain-
lain), serta lingkungan sosial (misalnya budaya, struktur
sosial dan kondisi ekonomi).



Lingkungan extrasocietal adalah bagian dari
lingkungan fisik serta sosial yang terletak di luar batasan
sistem politik dan masyarakat tempat sistem politik itu
berada. Lingkungan ekstrasocietal terdiri atas sistem
sosial, ekologi, dan politik internasional. Sistem sosial
internasional adalah kondisi masyarakat dunia, kondisi
ekonomi dunia, serta isu-isu yang menjadi perhatian
masyarakat internasional misalnya feminisme,
revivalisme Islam, kebangkitan komunisme, dan lain-lain.
Sistem ekologi internasional berkaitan dengan aspek
georgrafis dan lingkungan. Adapun sistem politik
internasional adalah pola-pola hubungan politik antar-
negara dan tatanan lembaga-lembaga internasional.

Berlandaskan Teori Sistem milik David Easton,
penulis memetakan unit-unit yang mempengaruhi
perubahan kebijakan Jepang mengenai Pasal 9 Konstitusi
1947. Aktor-aktor politik yang ditelaah ke dalam
penelitian ini adalah negara Jepang sebagai negara yang
terikat oleh Konstitusi 1947, Perdana Menteri Shinzo Abe
sebagai pencetus wacana perubahan konsitusi, Cina dan
Korea Utara yang merupakan dua negara tetangga Jepang
yang berpotensi menjadi ancaman bagi kedaulatan Jepang
serta Amerika Serikat sebagai negara yang memberikan
perlindungan militer kepada Jepang pasca kekalahan
Jepang pada Perang Dunia Il.

Global Power Shift

Selama kurang kebih setengah abad setelah Perang
Dunia ke-2, posisi militer Jepang dalam politik
internasional berada dalam status quo. Jepang sebagai
negara yang kalah diwajibkan untuk menghilangkan
segala bentuk kekuatan militernya agar tidak menjadi
potensi ancaman keamanan internasional. Sebagai
gantinya, Jepang berada di bawah perlindungan Amerika
Serikat untuk menjamin keamanan Jepang apabila terjadi
serangan dari luar, seperti tertuang dalam Treaty of
Mutual Cooperation and Security pada tahun 1960.
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Perjanjian ini sifatnya tidak berimbang sebab Jepang
berada di pihak yang lebih pasif, di mana seandainya
Amerika Serikat diserang oleh kekuatan lain, Jepang
tidak diwajibkan untuk memberikan dukungan. Namun
kebijakan ini berubah pada Perang Teluk tahun 1990-
1991, di mana Amerika Serikat mendorong Jepang untuk
berkontribusi dan memberikan bantuan. Selain itu,
berakhirnya Perang Dingin ternyata tidak berarti
mengakhiri ketegangan di kawasan Asia Timur.

Dengan demikian Jepang menyadari bahwa
kerjasama bilateral dengan Amerika Serikat bukan
jaminan atas keamanan kedaulatan. Amerika Serikat
mengalami tekanan tersendiri dalam menjamin keamanan
negaranya, misalnya pada serangan 11 September 2001
yang merupakan pemicu perang terhadap terorisme.
Selain itu, tren pergeseran kekuatan global ke Asia
semakin menggerus status Amerika Serikat sebagai satu-
satunya negara adidaya dunia. Kebangkitan Cina dan
proliferasi nuklir Korea Utara menjadi pertimbangan
utama untuk meningkatkan bargain power Jepang di
kawasan Asia Timur. ltulah sebabnya Jepang
membutuhkan sebuah perubahan untuk memastikan
bahwa kedaulatan negara mereka tetap terjamin.

Untuk menjabarkan perubahan-perubahan yang
terjadi di lingkungan sistem politik Jepang, penulis
menggunakan konsep Pergeseran Kekuatan Global oleh
Joseph Nye. Nye berpendapat ada dua pergeseran
kekuatan yang terjadi di abad-21 yaitu pergeseran di
antara negara-negara Yyaitu dari Barat ke Timur yang
disebut sebagai transisi kekuatan, dan pergeseran dari
aktor-aktor pemerintahan menjadi aktor-aktor non-
pemerintahan di belahan dunia manapun yang disebut
sebagai difusi kekuatan'. Transisi kekuatan tersebut,
menurut Nye, tidak tepat disebut kebangkitan Asia, tapi

10 http://www.europeanfinancialreview.com/?p=2743 (diakses pada 9 Oktober 2016)
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lebih tepatnya pemulihan Asia berdasarkan data bahwa
pada tahun 1750, populasi Asia lebih dari setengah
penduduk dunia dan hal itu pun mewakili lebih setengah
dari produksi dunia. Pada tahun 1900-an, produksi di
Asia menurun sehingga hanya menyisakan 20% dari
produksi dunia. Apa yang terjadi pada abad-21 adalah
pemulihan Asia pada proporsi yang normal, dimulai oleh
Jepang sejak Revolusi Meiji. Jepang mengalami
peningkatan produksi nasional pasca Perang Dunia Il
karena pembekuan militer membuat alokasi keuangan
Jepang terkonsentrasi pada pembangunan di sektor
ekonomi. Pada saat ini, kekuatan ekonomi Asia terfokus
pada Cina, yang membuat persaingan di kawasan Asia
Timur sekitarnya semakin sengit.

Difusi kekuatan adalah bentuk perubahan akibat
teknologi, terutama pada teknologi informasi, yang
mempengaruhi isu-isu internasional dan mendukung
globalisasi. Globalisasi mengintensifkan ketergantungan
dan keterkaitan aktor-aktor politik internasional dan
menggandakan hubungan yang terjadi antaranya'. Arus
informasi tidak lagi menjadi kekuatan eksklusif negara.
Aktor politik seperti media massa dapat berperan sebagai
agen perubahan, karena didukung oleh kemampuannya
untuk bertindak sebagai pengawas (watchmen) dan untuk
mempengaruhi  proses-proses pengambilan keputusan
baik secara langsung ataupun tidak.

Schramm (1964) menunjukkan hal-hal yang dapat
dilakukan oleh media massa sebagai watchmen, yaitu
memperluas  horizon dan  membangun  empati,
memfokuskan perhatian, serta mengangkat aspirasi, di
mana ketiganya dapat menciptakan iklim informasi untuk
menstimulasi pembangunan.*?

1 John Tomlinson, Globalization and Culture, Cambridge: Polity Press, 1999, hal. 2
2 Wilbur Schramm, Mass Media and National Development, California: Stanford
University Press, 1964, hal. 131
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Joseph Nye berpendapat bahwa fokus dalam
pergeseran kekuatan global adalah Amerika Serikat, Cina,
dan Jepang, sebab kesalahan manajemen isu yang
berkaitan dengan ketiga negara ini dapat berakibat fatal
pada politik internasional. Pada abad-21, kekuatan
ekonomi, politik, dan militer Cina meningkat secara
pesat, terlepas pada pesimisme bahwa Cina akan mampu
menyusul Amerika Serikat. Namun peningkatan kekuatan
Cina berdampak pada hubungannya dengan negara-
negara di sekitarnya, misalnya dengan India, Jepang,
Korea Selatan, Korea Utara, dan Filipina.

D. Hipotesa

Pergeseran kekuatan dari barat ke timur menuntut
Shinzo Abe untuk mengubah interpretasi pasal 9 dari
konstitusi 1947. Bangkitnya Cina dan Korut mengancam
kedaulatan Jepang dan turunnya supremasi Amerika Serikat
yang_menjadi payung keamanan Jepang selama ini, menjadi
faktor Shinzo Abe memutuskan untuk mengupayakan revisi
konstitusi pasifis (pasal 9).

E. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan metode deduktif,
artinya berdasarkan kerangka dasar teori yang digunakan
untuk penelitian kemudian ditarik hipotesa. Hipotesa yang
terbentuk dibuktikan melalui data empiris (penerapan teori)
secara deduktif ke observasi fakta empiris. Pengumpulan data
dilaksanakan dengan metode studi pustaka (data sekunder)
yang bersumber dari buku, majalah dan media cetak dan tulis
lainnya yang valid serta internet.

F. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian pada skripsi ini adalah tahun
2012-2018 vyaitu periode administrasi Shinzo Abe yang
mengumumkan bahwa Jepang akan lebih pro-aktif dan ingin
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mengubah interpretasi pasal 9 dari konstitusi 1947. Namun
demikian, jika dianggap perlu, tidak menutup kemungkinan
dalam tulisan ini akan dibahas pula mengenai peristiwa-
peristiwa pada masa sebelumnya.

G. Sistematika Penulisan

BAB |

BAB Il

BAB IlI

BAB IV

BAB V

PENDAHULUAN Berisi tentang latar belakang
masalah, rumusan masalah, landasan teori,
hipotesa, metode pengumpulan data, ruang lingkup
penelitian, dan sistematika penulisan.

DINAMIKA PEMERINTAHAN SHINZO ABE.
Bab ini akan menjelaskan profil Shinzo Abe
sebagai Perdana Menteri yang mencetuskan
wacana perubahan Pasal 9 Konstitusi 1947 sebagai
unit politik yang paling mempengaruhi perubahan
sistem politik Jepang.

ANCAMAN KEAMANAN DARI
AGRESIVITAS KOREA UTARA DAN
KEBANGKITAN CINA. Penulis akan
menganalisis peningkatan kekuatan ekonomi dan
militer Korea Utara dan Cina yang merupakan dua
negara tetangga Jepang dengan potensi ancaman
terbesar bagi kedaulatan Jepang.

PENURUNAN KEKUATAN AS DI ASIA
TIMUR vyang akan menjelaskan garis besar
hubungan bilateral AS dan Jepang setelah Perang
Dunia Kedua (ekonomi dan militer) dan
memudarnya pengaruh AS sebagai polisi dunia di
kawasan Asia Timur khususnya Jepang.

KESIMPULAN
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